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Ab§traCt:

The researeh by血e title of legal certainty a mediation process divorce in a lawsuit in state court class

he jayapura , the study is done in state court class i ajayapura , he was in the district cou競, uSe and

juridical juridical nomatife empirical me血od. As for the problem ofthis research is how the capacity

Of a mediator and the e飾ectiveness of mediation in divorces in the prevention, faktor-faktor affecting

PeaCe both sides in divorce cases, t血s must be examined because the quantity increases divorce制ing

a lawsuit in state court class he jayapura.The divorce創ing kepengadilan 2014 for years unti1 2017

about 480 cases,血e mediation 30 cases. A mediator party importance in mediation for perfomance

and an e徹巾from a mediator is in皿uence on the negotiations conducted, although in a process of

negotiations the parties is entitled to the decision they have taken, Without any intimidation or

interfensi ofa mediator. Aifecting peace both sides in divorce cases can be seen from different causes

from a mediator, the husband and wife and board of advisors, management and the preservation of

mamage.
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Ringkasan :

Penelitian ini dengan judul Kepastian hukun Proses mediasi dalam Gugatan Perceraian di pengadilan

Negeri Kelas IA Jayapura, Penelitian ini dilak血an di Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura,

dila重Ⅲkan di Pengadilan Negeri Kelas IA, mengunakan metode yuridis nomatife dan yuridis emplnS.

Adapun pemasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana kapasitas mediator dan efektifitas mediasi

dalam pencegahan perceraian di pengadilan, Faktor-faktor yang mempengaruhi perda血aian kedua

belah pihak dalam kasus perceraian, hal ini perlu diteliti dikarenakan kuantitas pengqiuan gugatan

PerCeraian semakin meningkat di Pengadilan Negeri kelas RA Ja坤ura. Tingkat pengqiuan perceraian

kepengadilan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 480 ka証s, hasil mediasi 30

kasus. Mediator merupakan p血ak teIPenting dalam mediasi karena kine加dan usaha dari mediator

Sangatlah mempenga則hi proses permdingan yang dilaksanakan, meSkip皿dalam suatu proses

Permdingan para pihak be血ak atas keputusan yang mereka ambil, tanPa ada intimidasi atau interfensi

dari mediator. Mempengaru血Perdamaian Ked脚Belah Pihak dalam Kasus Perceraian dapat dilihat
‘dari beberapa Faktor dari Mediator, Pasangan Suami Isteri dan Badan penasihatan, Pembinaan dan

Pelestarian pemikahan.

Kata Kunci ; Kapasitas hukum, Mediasi, Pengadilan Negeri Kelas IA.



1. PENDAHULUAN

l.l. Latar Belal幽ng Masalah

Dalam Undang-undang Pekawinan pasal

l Undang-Undang Nomor l Tahun 1974

dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir

batin antara seorang pria dan wanita sebagai

Suami isteri dengan tujuan untuk membentuk

kel脚rga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Sedangkan menurut pasa1 26　KUHPerdata

dikatakan Undang-Undang memandang soal

Pekawinan hanya dalam htoungan perdata dan

dalam pasa1 81 KUHPerdata dikatakan bahwa

tidak ada upacara keagamaan yang boleh

dselenggarakan, Sebelum kedua belah pihak

membuktikan kepada pejabat agama masmg-

masing, Disertai dengan perkawinan dihadapan

PegaWai pencatatan sipil yang langsung

dicatatkan sehingga adanya Akta Pekawinan

Sebagai syarat adm血istrasi pekaw血an negara,

yang tidak pemah diharapkan untuk putus,

kecuali kematian yang memisahlran. Namun

dalam realitas Kehidupan, PutuSnya Perkawinan

dari waktu-kewaktu semakin banyak dengan

Sebわdan alasan yang beragam.

Perceraian adalah putusnya suatu

Pekawinan yang sah didepan pengadilan

berdasarkan syarat-Syarat yang telah ditentukan

oleh Undang-Undang. 1 perceraian sebagai

l subekti,同めんP。めk H#んm PeIて克也

Jakarta, Inten調的1994, hal. 42

altematif terakhir, dengan alasan-alasan=han

faktor penyebab perceraian meliputi; Moral,

Meninggalkan Kewajiban, Menyakiti Jasmanl,

Perselisian dan lain sebagainya.

Penyelesaian konflik melalui musyawarah

mufakat dengan dengan menghomati hck dan

kepen血gan para pihak yang bersengketa yang

Prinsip dasamya adalah solusi sana-Sama

menang atau dikenal dengan istilah’’win-Win

SOlution’’atau secara nomat血ya disebut jalan

Penyelesaian　``Non Letigation’’ atau　``

AItemative Despute Re sulution’’

(ADR),,. 2 Mediasi men岬akan hal yang

terpen血g dalam menyelesaikan perkara dalam

kasus-kasus yang ada di pengadilan terlebih

khusus dalam kasus perdata.

Pemasalahan yang sering teI:iadi yaitu,

mediasi dalam rangka bentuk pencegahan dalam

kasus perceraian dalam hukum perdata

belakangan ini hanya sekedar me亘iadi fomalitas

Sqia, Keharusan untuk melakukan mediasi juga

diteka血阻n pada Peraturan Mahkamah Ag皿g RI

No I Tahun 2008 pada Pasa1 2 ayat (3) tidak

menempuh proses mediasi berdasarkan

Peraturan ini与erupakan pelanggaran te血adap

ketent脚n Pasa1 1 30 HIR dan atau Pasal 1 54 RBg

2 Edi As’Adi, Hukum Acara Perdata dalam prespektif

mediasi (ADR) di血donesia, Penerbit Grahallmu,

Yo靭出血a 2012, h血2



yang mengakibatkan putusan batal demi hukum b.

%3

Penelitian tahun sebelunmya dari be血agai

JenlS Perkara pereeraian yang masuk pada

Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dari tahun

2014- 2017, terCatat PerCeraian dengan jumlas

kasus sebesar 480 (Empat Ratus Delapan Puluh)

kasu§. Perceraian selama 4 tahun yang dapat

didamaikan melalui mediasi sebanyak 30 (tiga

Puluh) kasus dari 480 kasus.

Keadaan ini menuIjukkan bahwa telah

teIjadi pergeseran nilai yang patut untuk

dikritisi. Tentunya, keadaan ini kita tidak bisa

menyalahkan satu pihak. Untuk itu, SuPaya

PrOPOrSional kita juga perlu mengetahui

Kepastian hukum Proses mediasi dalam

Gugatan Perceraian di pengadilan Negeri Kelas

IA Jayapura.

1.2. Tinjauan tentang perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut UU

No.1 tahun 1974 diatur dalam Pasa1 1 yang

berbunyi sebagai berikut: Perkawinan adalah

ikatan lahir - batin antara seorang pria dengan

SeOrang Wanita sebagai suami dan isteri, dengan

巾uan membentuk keluarga atau nmah tangga

. yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.

3 peraturan Mahkama Agung RI No I Ta山田2008 Pasa1

2 ayat (3) Tentang Prosedur Mediasi Dalam

Pengadi lan

Asas dan Tujuan Pekawinan

Asas - aSaS dalan Undang - Undang ini adalah

sebagai berikut: 4 Tujuan Perkawinan, Dalam

Undang　-　Undang di muat dalam daftar

PenCatatan, Undang - undang ini menganut asas

monogami, Undang‘ - undang lnl menganut

Prinsip bahwa calon suami - isteri itu hanlS telah

masak jiwa raganya, Karena tujuan perkawinan

adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia

kekal dan sejahtera, Hak dan kedudrkan isteri

adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

Mediator adalah pihak netral yang

membantu para pihak dalam proses perundingan

guna mencari be血agai kemungkinan

Penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara

memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

Hal ini temuat dalam Pasa1 1 Ayat (6) Peraturan

Mahkamah Ag皿g Nomor 1 2008 Tentang

Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Fuller dan

Riskin dan Westbrook menyebutkan 7 fungsi

mediator yakni, Sebagai catalyst, educator,

translator resource person, bearer of bad news,

agent of reality, dan scapegoat.5

Berdasarkan teori efektivitas hulⅢm yang

dikemukakan Soerjono Soekanto, efcktif atau

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima)

faktor. Diskresi berasal dari bahasa Inggris

discreation yang berarti kewenangan berupa

kebebasan bertindak pejabat negara, atau

4 Ibid. 4-6

5 Leonard L.Riskin,dan James E.Westbrook, dalam buku

Suyud Margono, ibid. hlm. 60.



mengambil keputusan menurut pendapat sendiri,

demi pelayanan publik yang bertanggung j awab.

Faktor-faktor ini mempunyai arti ne億al,

§ehingga dampak positif atau negat血ya terletak

Pada isi faktor-faktor tersebut. Faktoトfaktor

tersebut adalah sebagai berikut:

l. Faktor hukurmya sendiri (undang-

undang). Maksud faktor hl血mmya dalam

POln Pertama ini menurut SoeIjono

Soekanto dengan undang-undang dalam

arti materil adalah peraturan tertulis yang

berlaku umum dan dibunt oleh Penguasa

Pusat maupun Daerah yang sah.

2. Faktor penegak hukum. Ruang lingkup

dari istilah “penegak hukum’’adalah l脚s

Sekali, Oleh karena mencakup mereka yang

SeCara langsung dan secara tidak langsung

bekecimpung di bidang penegakan

hu血lm.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang

mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di

mana huloum tersebut berlaku atau

diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil

karya, Cipta, dan rasa yang didasarkan

Pada karsa manusia di dalam pergaulan

hidup.

1.3 Tujuan Pene雌an

Adapun yang merjadi tujuan dari penelitian

ini adala mengetahui bagaimanakah kapasitas

mediator dan efektifitas mediasi dalam

PenCegahan perceraian di pengadilan dan

mengetahui Bagaimanakah Faktor-faktor yang

mempengaruhi perdanaian kedra belah pihak

dalam kasus perceraian.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Metode p endekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah

Pendekatan yuridis nomatif dan yuridis

empiris. Adap皿hierarkhi ketekaitan antar

tahapan kegiatan diskemakan sebagai

be正kut

2.2. Pengolahan dan Analisis Data

Bahan-bahan dalam penelitian ini yang

糾dah berhasil dikunpulkan kemudian

disaiikan selektif dan sistematis, Serta data-

data tersebut dianalisis secara deskriptif

kual itati f



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kapasitas Mediator dan Efek飾tas

Media§i dalam Pencegahan Perceraian

di Pengadilan Jayapura

Jumlah perkara cerai talak, Ceral gugat

dan perkara lain yang diterima Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Jayapura

Sebagai berikut:

Tabe1 1 Data Perkara Cerai yang masuk di

Pengadilan Negeri Jayapura

NO �Tahun �Jumlah Pe重cc重aia皿 �Da鵬i �Cerai 

1 �2014 �108 �10 �98 

2 �2015 �110 �8 �102 

3 �2016 �117 �7 �110 

4 �2017 �145 �5 �140 

JUMLAH ��480 �30 �450 

Secara umum, dari befoagai jenis

Perkara perceraian yang masuk pada

Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dari

tahun　2014-　2017, terCatat PerCeraian

dengan jumlas kasus sebesar 480 kasus.

Adapun dilihat dari peningkatan

Pertahumya, maka diketahui bahwa setiap

tahumya angka perceraian di Indonesia

mengalami kenaikan yang cukup

Signf屯kan. Tahun 20 14 tingkat perceraian

beIjumlah lO8 kasus, dan pada tahun

SelaIjutnya 201・5 naik me巾adi 1 10 kasus,

Pada tahun 2016 naik me可adi l 17 kasus,

dan tahun 2017 naik sangat sighi創ran

Sebesar 145 kasus, artinya antara tahun

2014　dan　2015　mempunyai selisih

mencapai 2 kasus, antara tahun 2015

SamPai dengan tahun　2016　memiliki

Selisih sebesar 7 kasus, dan §elisih dari

tahun 2016 §amPai dengan tahun 2017

memiliki selisish yang sangat ja血dari

tahun-tahun sebelunnya yaitu sebesar 28

kasus.

Keadaan ini menurjukkan bahwa telah

terjadi pergeseran nilai yang patut皿tuk

dikritisi. Tentunya, keadaan ini kita tidak

bisa menyalahkan satu pihak. Untuk itu,

SuPaya PrOPOrSional kita juga perlu

mengetahui kunntitas perceraian yang

meIuiadi pokok k祉an penelitian ini.

Tabe1 2 Faktor Penyebab Perceraian

NO �FaktorPenyebabPerceraian ��　JJmlahITahun e 

、2014 �2015 �2016 �2017 

l �Moral �PoligamiTidak Sehat �6 �5 �6 �8 

KrisisAkhlak �4 �6 �8 �9 

Cemburu �20 �20 �25 �30 

2 �Meningga此an Kewaiiban �Kaw血Paksa � �3 � �2 

Ekonomi �10 �15 �18 �19 



TidakadaTanggung Jawab �5 �6 �8 �10 

3 �Menyakiti �Kaw血dibawah �4 � �2 � 

Jasmani �unlu∫ 

KekerasanJasmani �1 �2 �3 �5 

Me鵬al � � �1 �2 

Dihukum �4 � �3 � 

CacatBioIogis �6 �9 � �10 

4 �Peselisihan �Politis � � � � 

GangguanPihak Ketiga �4 �5 �6 �10 

TidakAda Keharmonisan �30 �35 �36 �38 

5 �La血-1a血 ��14 �4 �1 �2 

Jumlah ��108 �110 �117 �145 

Data di atas menu巾ukkan faktor penyebab

¥　perceraian didominasi oleh faktor

Perselisihan, yakni suami isteri sudah

kehilangan rasa hamonis, yang menCapal

angka 139 dari 480 kasus. Tir函uan Kritis

Terhadap Tingginya Angka perceraian dari

tahun 2014 samapai dengan tahun 2017.

Berdasarkan pada hasil penelitian dari data

yang penulis kemukakan tidak dengan

menggunakan rumus-rumuS Statistik,

tetapi menggunakan bentuk tabulasi, yaitu

penyusunan dalam bentuk tabel-tabel

tabulasi yang merupakan langkah penting

untuk memaksa data beめicara. Lewat

tabulasi data lapangan itu, data akan

tampak ringkas dan tersusun ke dalam

http :VI)utr血eis ita. b lo gspo t. co. id/2 0 1 3/05/mediasis ebagai

-Salah・Satu-ahematifhtml. 23 januari 201 6. Jam 22.54

Suatu tabel yang baik, dan dapat dibaca

dengan mudah serta maknanya akan

mudah dipahami.

1. Mediasi sebagai altematif penyelesaian

sengketa sebagai metode Mediasi.

Altematif penyelesaian sengketa

laimya, berkembang akibat lambannya

Penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi

muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan

yang berkembang pada sistem peradilan yang

bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan

kemamp脚mya dalam menangani kasus yang

kompleks. “Mediation is not easy to define,,6

Penyelesain sengketa secara damai’mediasi

mempunyal Peluang yang besar un血k

berkembang di　血donesia. Dengan adat



ketimuran yang masih mengakar, maSyarakat

lebih mengutamakan tetap teIj alimya hubungan

Silaturahmi antar keluarga atau hubungan

dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat

apabila timbul sengketa.

Dalam hukum acara perdata diharu§kan agar

PrOSeS dalam beracara di dalam pengadilan

harus sesuai dengan ketent脚n hukum acara

yang ada, Sebagaimana kita harus melihat dari

keberadan kepastian hukum dan harus

melaksanakan ketentuan hukum yang te巾Iis,

melihat dari keadaan dunia yang semakin

modem ini, untuk mngaiukan suatu sengketa ke

Pengadilan tentunya seperti yang kita ketahui

bersama hal tesebut membutuhkan biaya yang

Cukup banyak, hal ini membuat mediasi me巾adi

jalan keluar yang baik dalam penyelesaian suatu

Sengketa di pengadilan. Selain mediasi

merupakan pilihan yang tidak perlu be血elit -

belit dalam penyelesaian sengketa dan tidak

mengeluarkan biaya yang banyak mediasi juga

memiliki beberapa keunggulan yaitu :

l. Proses mediasi bersifat sukarela

dimana para pihak bisa be血enti dan

keluar kapan saJa SeSuai keinginan

tanpa menyediakan alasan

2. Bersifat kolaboratif para pihak bekeIja

Sama memeCahkan masalah untuk

mencapai kesepakatan yang diinginkan

3. Prosesnya terkontrol, Para Pihak

mempunyai kuasa untuk memutus

Segala isi kesepakatan

4. Bersifat rahasia dan segala dokumen

yang digunakan dalan proses mediasi

tidak bisa digunakan dalam proses

litigasi di pengadilan (kecuali dol皿men

resmi seperti akta kelahiran, KTP,

Sertifikat tanah dan lain-1ain)

5. Para pihak bisa dan harus mendapatkan

infomasi yang lengkap tentang

mediasi dan selalu meminta nasehat

dari penasehat hukum

6. Mediasi harus dilangsungkan secara

imparsial, Seimbang dan mekanisme

yang aman.

Mediator secara etika harus menyampaikan

konflik kepentingan dan segala bias yang

mungkin te[jadi, mediator juga bexperan untuk

memastikan para pihak mencapai kesepakatan

SeCaやSukarela dan memp皿yal Pengetahuan

terhadap semua klausula didalanmya, bukan atas

desakan atau ancaman orang lain. Keunggulan-

keunggulan mediasi di atas lebih mempertegas

bahwa mediasi merupakan solusi yang cukup

baik dalam penyelesaian suatu perkara di

Pengadilan, dengan mediasi perkara yang

disele§aikan dapat menghemat waktu yang ada,

karena dalam hukum acara mediasi men岬akan

lan喜kah awal sebelum seluruh rangkaian acara

di pengadilan dilakukan, jadi secara otomatis

jika mediasi meIljadi pilihan penyeleaian

Sengketa dan akhimya dapat menemukan solusi

atau jalan kel脚r maka rangkaian acara

SelaI申vtnya sudah tidak akan diteruskan lagi.

2. Model Mediasi di Pengadilan



Mediasi men岬akan suatu persyaratan

yang termasuk dalan bagian dari hukum acara

tetapi dalam hal pelaksanaan mediasi,

terintegritas dengan sistem peradilan sendiri

terdiri dari beberapa model tergantung dari siapa

yang mepjadi mediator. Mediasi berdasarkan

PrOSedumya dibagi atas dua yatu; Mediasi yang

dilakukan di luar pengadilan (UU No 30 tahun

1 999) dan Mediasi yang dilakukan di pengadilan

(Pasa1 130 HIR/ 154 RBg jo PERMA No. 1

Tahun 2008). Mediasi yang dilakukan di luar

Pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa ada

adanya proses perkara di pengadilan, hasil

kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi

di luar pengadilan dapat diqiukan ke pengadilan

untuk mendapat penguk血an sebagai akta

perdamaian yang memiliki kekuatan selayaknya

PutuSan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan mediasi yang di lakukan di

Pengadilan adalah proses mediasi yang

dilakukan oleh sebab adanya gugatan perdata di

pengadi lan. 7

Dalam model yang petama, negara-negara yang

meI直di pelopor pengembangan mediasi

modem, SePerti Amerika Serikat,血ggris dan

Australia, mengutamakan kalangan profesi (non

hakim) un血k meI函di mediator, Para Pihak

biasanya memilih mediator sesuai dengan

Perkara atau sengketa yang akan diselesaikan・

Untuk me巾adi mediator mereka harus

7 D.Y. Witanto, S.H, H血m Acara Mediasi dalam perkara

Perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan

mengikuti pelatihan sertifikasi untuk memenuhi

Standar profesi mediator yang be血eda-beda di

Setiap negara.　Mo de l se laI担tnya

mengkombinasikan keahlian yang dimiliki oleh

hakim dan profesional sesuai sengketa yang

dipersengketakan, PrOfesional dalam hal ini

adalah be血agai latar blakang profesi seperti

PengaCara, PSikoIog, Peke寄a sosial atau

PenSiunan hakim. Dalam teori medasi ini dikenal

dengan nama co-mediaton dimana mediator

lebih dari satu saling bekerja sama dan membagi

tugas dalam proses mediasi, terutama dalam

menangani kasus yang kompleksitasya tinggi.

Dan model yang ketiga adalah peran hakim yang

menjadi aktor utama dalam penyelesaian

Sengketa. Peran hakim yang berperan Ganda

dalam sebagai mediator dalam teori mediasi

disebut dengan mediator yudisial (Judicial

mediator) model ketiga ihi banyak dilaklkan di

Pengadilan dalam penyelesaian suatu perkara

karena mayoritas peran mediator dilaksanakan

oleh hakim.

3. Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Huloum

Perdata

Terlepas dari 、Pengertian keluarga

menurut sistem hukum ada! yang unilateral-

implicit kiranya yang dimaksudkan UUP adalah

keluarga dalam arti “gezin” atau ``family’’,

mengingat harus dikaitkamya dengan

Perkawinan, keluarga sedemikian dalam negara

agama me肌rut PERMA No. 1 tahun 2008 tentang

PrOSedur mediasi dalam pengadilan,Penerbit Alfabeta,

Bandung, hlm 18



Pancasila yang menghomati agama dan pribadi

manusia, memPunyai kedudukan sebagai

landasan dari pelbagai organisasi manusia

tema§uk negara (Republik血donesia)8

1. Peran mediator dalam mendamaikan kedua

belah pihak

Dalam suatu proses permdigan dalam

hal ini yaitu proses penyelesaian sengketa lewat

mediasi, tentunya Selain dari kema脚n para

Pihak yang bersengketa un血k dapat mengambil

jalan damai, tugaS yang tidak kala penting yaitu

tanggungjawab dari mediator sebagai pihak

ketiga dalam melakukan suatu usaha

mendamaikan para pihak yang bersengketa.

2. Orang yang berhak me亘iadi mediator

Pada tahap pra mediasi ada per±jelasan一

¥セe巾elasan dari m軸is hakim yang memeriksa

Perkaramya, hal ini merupakan perwujudan dari

kehendak Undang-Undang sebagaimana

dituangkan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang

kemudian dite申emahkan secara lebih tegas

dalam Ketentuan PERMA Mediasi, Pada

tahapan berikutnya Mdyelis Hakim akan

memberikan kesempatan kepada para pihak

untuk memilih mediator dari daftar yang

terpampang di ruang lobby kantor pengadilan.

Mediator yang dapat dipilih oleh para pihak

antara lain:9

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada

Pengadilan yang bersangkutan;

8 saidus Syahar, 1 98 l , Undang-Undang Perkawinan dan

Masalah Pelaksanaamya, Penerbit Alurmi, Band皿g,

hlm 4-7.

b. Advokat atau akademisi hukum;

C. Profesi bukan hukum yang dianggap

Para Pihak menguasai atau

berpengalaman dalam pokok sengketa;

d. Hakim m亘ielis pemeriksa perkara;

e. Gabungan antara mediator yang disebut

dalam butir a dan d, atau gabungan butir

b dan d atau gabungan butir c dan d (ex:

Pasa1 8 ayat l).

Ketentuan pema pasa1 5　Ayat (l)

PERMA No I Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasa1 9

ayat (3) dan Pasal l l ayat (6), Setiap orang yang

meIljalankan fungsi mediator pada asasnya

W年iib memiliki sertifihat mediator yang

diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang telah

diselenggarakan oleh lembaga yang telah

menperoleh akreditasi dari Mahkanah Agung

Republik血donesia Untuk lebih mempeIjelas

Pasa1 11 ayat (6), PERMA Mediasi yang

rumusannya secara lengkap berbun中Jika pada

Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim

bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat,

maka hakin pemeriksa pokok perkara dengan

atau tanpa sertifikat yaqg dit哩juk oleh ketua

mむielis hakim w年iib　耽e重珂ankan fungsi

mediator.

Penlbahan Ketentuan Prosedur Mediasi dalam

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor

l Tahun 2016, meliputi: a) Waktu Pelaksanaan

9 witanto, Op. Cit, ha1 90-91



Mediasi, dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor l Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan diatur tentang waktu mediasi

dengan ketentunl Sebagai berikut; Proses

mediasi berlangsung paling lama　30　hari

terhit皿g SQjak penetapan perintah melakukan

media§i. Atas dasar kesepakatan para pihak,

jangka waktu mediasi dapat diperpa可ang paling

lama　30　hari; b) Iktikad Baik dalam

Melaksanakan Mediasi, Peraturan Mahkamah

Agung Nomor l Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi Pasa1 7 mengatur tentang kew牛jiban

melaksanakan mediasi dengan iktikad yang

baik; C) Biaya Mediasi, dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor l Tahun　2016,

Pembebanan biaya media§i disebutkan secara

rinci dan jelas. d) Adanya fomulir per房lasan

mediasi yang harus ditandatangani oleh para

Pihak dan mediator; e) Adanya kesepakat

Seba♂an.

a. Peran mediator dalam menyelesaikan

ko皿n ik.

Keberhasilan suatu proses mediasi

banyak ditent¥止an oleh kemampunn dan

kecerdasan dari mediator di mana mediator akan

menciptakan suatu proses komunikasi antar para

Pihak yang bersengketa, karena dalam hal ini

mediator belPeran Penting memegang kendali

Satu Perkara yang diselesaikan dalam proses

mediasi, mediator juga diharapkan mampu dan

10Ibid. hIm lOl

ampuh dalam melulu軸ran pendirian para pihak,

agar para pihak dapat mengambil jalan damai

Sebagai jalan kelunr dalam pemasalahan yang

dihadapi. Berikut ini adalah karakteristik

mediator yang efektif antara lain: 10

1. Kemampuan menyusun perslaPan dan

kemampunn membuat perencanaan

2. Pengetahuan tentang materi yang

di sengketakan

3. Kemampuan untuk berpikir utuh, jemih

dan cepat dalam kondsi dibawa tekanan

(waktu) dan ketidakpastian (infomasi

te血atas)

4. Kemampuan dan keterampilan

mendengarkan　(CePat ,　tePat,

menyede血anakan, reformulasi, refrase,

mens i stemati sasikan)

5.血telegensia umum dan keterampilan

mengambil keputusan

6.血tegritas (tidak tercela)

7. Kemampuan mempengaruhi

8. Sabar

9. Kemamp脚n mengundang respek dan

kepercayaan dari lawan.

b. Fungsi Meditor

Tentunya peran lngdiator di atas

Sangatlah berkaitan erat dengan fungsi dari

mediator itu sendiri. Menurut Fuller,

mediator memiliki beberapa fungsi yaitu: l l

11 Takdir Rahmandi, Medasi penyeesaian sengketa

melalui pendekatan mu蝕cat, PT R勾a Grafindo, PT Raja

Grafido Persada Jakarta, hlm 14- 15



l. Sebagai Katalisator yaitu diperlihatkan

dengan kemampan mendorong lahimya

SuaSana konsruktif bagi dialog atau

komunikasi di antara para pihak dan

bukan sebalikya, yakni menyeberkan

te寄adinya salah pengertian dan

POlarisasi antar para pihak.

2. Sebagai Pendidik yaitu dimaksudkan

berusaha memahami kehendak,

apreslaSl, PrOSedur kelja, kete心atasan

POlitis dan kendala usaha dari para

Pihak.

3. Sebagai PeneIjemah yaitu mediator

harus berusaha menyampaikan dan

merumuskan usulan-uSulan pihak yang

Satu kepada yang laimya melalui

bahasa atau ungkapan yang enak

didengar oleh pihak laimya tetapi tanpa

mengurangi maksud dan sasaran yang

akan dicapai

4. Sebagai Narasumber yaitu mediator

diharapkan mampu mendayagunakan

atau melipatgandakan kemanfaatan

Sumber-Sumber infomasl yang terSedia

5. Sebagai Penyandang Berita Jelek yaitu

mediator harus menyadari bahwa para

Pihak dalam proses permdingan dapat

ber§ikap emosional, maka mediator

harus slaP menerima perkataan dan

ungkapan yang tidak enak dan kasar

dari satu pihak

6. Sebagai Agen Realitas yaitu mediator

hanlS memberitahu atau memberikan

Pengertian secara terus terang kepada

Satu atau Para Pihak, bahwa sasaramya

tidak mungkin atau tidak masuk akal

untuk dicapai melalui proes

Permdingan

7. Sebagai Kambing Hitam yaitu mediator

harus slaP meI項vdi pihak yang

dipersalahkan apabila orang-Orang

yang dimediasi tidak merasa

SePenuhnya puas terhadap persyaratan-

PerSyaratan dan kesepakatan.

Tahap Pra mediasi Pada hari sidang

Pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim

mewajibkan para pihak untuk menempuh

mediasi. Hakim menunda proses persidangan

Perkara untuk memberikan kesempatan proses

mediasi lama 30 hari keIja. Hakim menjelaskan

PrOS叫ur mediasi kepada para pihak yang

bersengketa. Para pihak memilih mediator dari

daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang

Pertama atau Paling lama 2 hari kelja berikutnya.

Apabila dalam jangka waktu tertentu para pihak

tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki.

Ketua m牛ielis hakim segera menurjuk hakim

bukan pemeriksa pokok perkara untuk

meI珂ankanrfungsi mediatQr. Hakim pemeriksa

Perkara w雀jib me可elaskan prosedur mediasi

kepada para pih垂　peIljelasa sebagaiman

dimaksud meliputi pengertian dan manfaat

mediasi, kew申ban para pihak untuk menghadiri

langs皿g Pertemuan mediasiう　biaya yang

mungkin timbul akibat penggunaan mediator

no血akim atau bukan. pegawai pengadilan,



Pilihan menindak la可uti kesepakatan, dan

kew互iiban para pihak untuk menandatangani

fomulir peI垂lasan mediasi. Haki皿pemeriksa

Perkara menyerahkan fomulir pe巾elasan

mediasi kepada para pihak untuk ditanda

tangani. Tahap Proses Mediasi Dalam waktu

Paling lama 5 hari keba setelah para pihak

men哩juk mediator yang disepakati, maSlng-

masmg Pihak dapat menyerahkan resume

Perkara kepada hakin mediator yang dituIjuk.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari

ke重ja s匂ak penetapan perintah melakukan

mediasi. Mediator berkew年iiban menyatakan

mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau

Para Pihak telah 2 kali be巾皿t」uru=idak

menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal

yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil

§eCara Patut. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan

Perdamaian maka w牛jib dirumuskan sacara

tertulis dan ditandatngani oleh para pihak dan

mediator. Jika mediasi di wakili oleh kuasa

h血m maka para pihak w祉b menyatakan

SeCara tertulis persetujuan yang dicapai. Para

Pihak w雀iib menghadap kembali kepada hakim

Pada sidang yang telah ditentukan untuk

memberitahukan kesepakatan perdamaian

kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk

akta perdamaian. Mediasi tidak mencapal

kesepakatan Jika mediasi tidak mencapal

kesepakatan, mediator w年i ib menyatakan secara

tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap

tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa

Perkara tetap berwenang untuk mengusahakan

Perdamaian bingga sebelun pengucapan

Putu§an. Jika mediasi gagal, Pemyataan dan

Pengakuan para pihak dalam proses mediasi

tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam

PrOSeS PerSidangan, Kesepakatan perdamaian

Sebagian Dalam proses mediasi mencapal

kesepakatan antara Penggugat dan sebagian

Pihak Tergugat, Penggugat mengubah gugatan

dengan tidak lagi mengaiukan pihak Tergugat

yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak

lawan. Kesepakatan perdamaian antara pihak

Penggugat dan Tergugat ditandatangani oleh

Penggugat dengan sebagian pihak Tergugat

yang mencapai kesepakatan dan mediator.

3・2. Faktor"Faktor yang Mempengaruhi

Perdamaian Kedua Belah Pihak da看am

Kasus Perceraian

Mempengaruhi Perdamaian Kedua Belah

Pihak dalam Kasus Perceraian dapat dilihat dari

beberapa Faktor :

a.　Medi ator

Keberhasilan dan kegagalan mediasi

Sangat dipengaruhi oleh factor-faktor

pendu吋g dan penghambat selama proses

勺mediasi. Berikut adalah faktor-faktor-

faktor penghambat keberhasilan mediasi

adalah sebagai berikut:

1. Keinginan kuat para pihak untuk

bercerai Seringkali pada saat mediasi

dilakukan salah satu pihak bahkan

keduanya sudah sangat kuat



keinginamya untuk bercerai, Para

Pihak menganggap bahwa Pengadilan

Agama adalah tempat untuk bercerai

dan merupakan upaya terakhir, bukan

tempat untuk mecari solusi atau

nasehat kepada orang yang memiki

Pengetahuan dan pemahanan dibidang

P erkawinan.

2. Sudah teIjadi kon飢k berkepar直ngan

dan sangat rumit Pada kasus seperti ini

konflik yang teIjadi antara para pihak

Sudah te重jadi terlalu lama sehingga

mer直di sangat rumit. Sehingga §aat

mediasi para pihak tidak dapat

meredan emosmya, Sehingga para

Pihak tidak dapat lagi masukan-

masukan dari mediator dan merasa

Pihak yang paling benar.

3. Kekecewaan yang mendalam Kondisi

ini sering kali me重直di hambatan ba鏡

mediator untuk mendamaikan kedua

belah pihak, kekecewaan yang sangan

mendalam menyebabkan penggugat

me重函di tidak ingin mela重河tkan

ikatan perkawinamya. Sehingga tidak

ada pilihan lain selain mengakhiri

Perkawinamya.

4. Kemampuan mediator Mediator harus

memiliki kemamp脚n mengelola

konflik dan berkomunikasi sehingga

dapat mengupayakan adanya titik temu

antara para pihak akan mendorong

te[jadinya perdamaian. Oleh karena

itu, kemampuan seorang mediator

be町engan血　akan keberhasilan

mediasi. Diperlukan pula ketelitian

mediator untuk mengungkap ma§alah

diantara para pihak dan keb執vksanaan

dari mediator, Sehingga para pihak

be血asil menyelesaiakan masalah

dengan baik dan damai. Dalam fakta di

lapangan bahwa hanya ada satu hakim

mediator di Pengadilan Agama

Pekanbaru yang bersertifikat, Oleh

karena itulah dibutuhkan adanya

Pelatihan yang diselenggarakan oleh

Mahkamah Agung RI agar para hakim

mediator dapat men直kuti pelatihan

mediasi agar memiliki kemampuan

SeSuai dengan fungsi dan peran

mediator serta mengetahui tehnik-

tehnik memediasi yang hanya dapat

diperoleh melalui pelatihan. Dengan

kemampunn yang lebih baik serta

te血ik yang benar diharapkan nantinya

mediator dapat mengefektiflcan

mediasi.

5. Kerohanian dan.moral Kerohanian

dalam hal ini adalah kurangnya dasar

Pengetahuan tentang agama. Prilaku

Para Pihak yang bunlk terhadap

PaSang争n mer互adikan salah satu pihak

tidak mau kembali rukun karena bila

kembali dalam ikatan perkawinan akan

mempe血umk kehidupamya.



keinginamya untuk bercerai, Para

Pihak menganggap bahwa Pengadilan

Agama adalah tempat untuk bercerai

dan menlPakan xpaya terakhir, bukan

tempat untuk mecari solusi atau

nasehat kepada orang yang memiki

Pengetahuan dan pemahaman dibidang

P erkawinan.

2. Sudah terjadi konflik berkepar直ngan

dan sangat rumit Pada kasus seperti ini

konflik yang teIjadi antara para pihak

Sudah terjadi terlalu lama sehingga

meI直di sangat rumit. Sehingga saat

mediasi para pihak tidak dapat

meredam emoslnya, Sehingga para

Pihak tidak dapat lagi masukan-

masukan dari mediator dan merasa

Pihak yang paling benar.

3. Kekecewaan yang mendalam Kondisi

ini sering kali me重函di hambatan bagi

mediator untuk mendamaikan kedua

belah pihak, kekecewaan yang sangan

mendalam menyebabkan penggugat

me巾adi tidak ingin mela重直tkan

ikatan perkawinamya. Sehingga tidak

ada pilihan lain selain mengakhiri

Perkawinamya.

4. Kemampuan mediator Mediator harus

memiliki kemamp脚n mengelola

konflik dan berkomunikasi sehingga

dapat mengupayakan adanya titik temu

antara para pihak akan mendorong

teIjadinya perdamaian. Oleh karena

itu, kemampuan seorang mediator

bexpengan血　akan keberhasilan

mediasi. Diperlckan p山a ketelitian

mediator untuk mengungkap masalah

diantara para pihak dan keb担ksanaan

dari mediator, Sehingga para pihak

be血asil menyelesaiakan masalah

dengan baik dan damai. Dalam fakta di

lapangan bahwa hanya ada satu hakim

mediator di Pengadilan Agama

Pekanbaru yang bersertifikat, Oleh

karena　血Iah dibutuhkan adanya

Pelatihan yang diselenggarakan oleh

Mahkamah Agung RI agar para hakim

mediator dapat men罰則ti pelatihan

mediasi agar memiliki kemampuan

SeSuai dengan fungsi dan peran

mediator serta mengetahui tehnik-

te血ik memediasi yang hanya dapat

diperoleh melalui pelatihan. Dengan

kemampunn yang lebih baik serta

te血ik yang benar diharapkan nantinya

mediator dapat mengefektifl{an

mediasi.

5. Kerohanian dan.moral Kerohanian

dalam hal ini adalah kurangnya dasar

Pengetahuan tentang agama. Prilaku

Para Pihak yang buruk terhadap

PaSangan me書直dikan salah satu pihak

tidak mau kembali rukun karena bila

kembali dalam ikatan perkawinan akan

mempe血uruk kehidupamya.



6. Faktor psikoIogis dan sosiologis

Faktor sosioIogis pada saat sekarang

ini banyak wanita yang sudah

memiliki pekeIjaan tetap dan

Penghasilan yang cukup baik,

Sehingga kecendrmgan berpisah

dengan suamlnya lebih kuat karena

tidak ada ke]血awatiran kekurangan

nafkah untuk dirinya dan

anakanaknya.　Sedangkan faktor

PSikoIogis seperti ketidaknyamanan

atau bahkan penderitaan psikis yang

Sudah berlangsung cukxp lama semg

mer函di faktor penghambat.

7. Pihak ketiga Saat proses mediasi

mediator akan berusaha untuk

mendamaikan para pihak, nanun hal

ini meItjadi sulit jika sudah adanya

CamPur tangan Pihak ketiga. Pihak

ketiga dalam hal perceraian dapat

berasal dari keluarga ataupun pihak

luar, SePerti tidak adanya dukungan

dari pihak kel脚rga agar para pihak

kembali巾uk.

b.　Pasangan Suami/Isteri

Saat proses mediasi mediator akan

berusaha untuk mendamaikan para

Pihak, namun hal ini te寄adi apabila :

l. Keinginan kedua belah pihak untuk

mempe血aiki rumah tangga kembali.

2. Adanya Rasa Cinta yang kembali

muncul setelah kedun belah pihak

bertemu selama mediasi

3. Pertimbangan kepentingan anak-anak

4. Adanya Dorongan dari keluarga

kedua belah p血ak un血k menyatukan

kemb ali

5. Adanya keinginan memaafkan

kesalahan yang dilakukan pasangan

C.　Badan penasihatan, Pembinaan dan

Pelestarian pemikahan agar memberikan

Pelatihan dan pembinaan bagi calon

PaSangan yang lngln menikah sehingga

memiliki pengetahunn yang cukup serta

kesiapan mental ymg berguna saat

keduanya sudah menikah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.l. Kesimpulan

l. Perubahan Ketentuan Prosedur Mediasi

dalam Peraturan Mahkanah Agung

(PERMA) Nomor l Tahun 2016, meliputi:

a) Waktu Pelaksanaan Mediasi, b) ktikad

Baik dalam Melaksanakan Mediasi, C)

Biaya Mediasi, d) Adanya fomulir

PeIbelasan mediasi yang harus

ditandatangani oleh para pihak dan

mediator; e) Adanya kesepakat sebagian.

2. Mediator merupakan pihak tepenting

dalam mediasi karena kine寄a dan usaha

dari mediator sangatlah mempengan血

PrOSeS Permdingan yang dilaksanakan,

meskipun dalam suatu proses penmdingan



Para Pihak be血ak atas keputusan yang

mereka ambil, tanPa ada intimidasi atau

interfensi dari mediator

4.2. Sara血

l. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor l Tahun　2016　sudah jelas

mengatur tentang mediasi dalam

Penyelesaian suatu perkara, Penulis

haruslah melaksanakan ses脚i dengan

aturan yang berlaku dan janganlah

mediasi ini seakan-akan hanya meIIiadi

formal itas.

2. Berkaitan dengan saran penulis proses

Perundingan atau mediasi sangat

tergantung pula pada mediator yang

meI函di pihak ketiga dalam mediasi,

menghadirkan mediator-mediator dan

memasukkan dalam Undang-Undang

Para Pemuka agama agar dapat d担dikan

Sebagai mediator.
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